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TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

1.	 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasar-
kan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tan-
pa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan.

Pasal 113

1.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

3.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

4.	 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

karunia-Nya Modul Best Practice Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

Pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah terselesaikan. Modul ini disusun 

untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas 

dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul Best Pratice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan 

tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian 

dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber 

– sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan 

atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan 

Modul Best Practices dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan 

materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks 

pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan 

pengembangan karir.

Modul Best Practices pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna 

memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam 

pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian 

modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas 
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publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya 

dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca… Salam Pembelajar…

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Asep Kurnia
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam 

rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian Pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka 

Merit System di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Modul Best Practice Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada 

Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai sumber pembelajaran dalam 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang 

tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk 

memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabadian aset intelektual dari 

pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit 

yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi 

dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui 

pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate 

University (CorpU).

Demikian Modul Best Practice Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

Pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System 

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM disusun, dengan harapan modul ini 

dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya 

pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Depok, 19 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat

Teknis dan Kepemimpinan,

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001
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BAB I
PENDAHULUAN

A.	 LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi 

informasi telah membawa perubahan yang besar terhadap perilaku 

dan gaya hidup masyarakat. Bagi sebuah organisasi maupun instansi, 

perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

kegiatan dalam menyimpan dan mengolah data serta memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Demikian pula instansi pemerintah yang senantiasa 

berhubungan dengan masyarakat, teknologi informasi dapat dimafaatkan 

untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar menjadi lebih efektif dan 

efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintahan menjadi 

sebuah kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan di berbagai sektor 

guna mendukung peran pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, karena perkembangan 

teknologi yang sangat pesat menuntut suatu instansi memperoleh informasi 

yang lebih cepat dan akurat.

Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. Konsep good 

governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan 

pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit-belit. Dengan penggunaan 

sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi 

pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi 

dalam penanganan sistem kepegawaian.
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Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Sistem Informasi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah rangkaian informasi dan data mengenai 

Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi 

dengan berbasis teknologi.

Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data Pegawai 

ASN yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1.	 Data Riwayat Hidup;

2.	 Riwayat pendidikan formal dan non formal;

3.	 Riwayat jabatan dan kepangkatan;

4.	 Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;

5.	 Riwayat pengalaman berorganisasi;

6.	 Riwayat gaji;

7.	 Riwayat pendidikan dan latihan;

8.	 Daftar penilaian prestasi kerja;

9.	 Surat keputusan; dan

10.	 Kompetensi.

Dalam rangka mendukung sistem informasi ASN tersebut, Kementerian 

Hukum dan HAM sebagai salah satu instansi vertical yang memiliki jarak 

rentang kendali luas yang memiliki satuan kerja tersebar hingga di tingkat 

kabupaten atau kecamatan, maka memerlukan sebuah sistem informasi 

manajemen kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka mendukung 

pengambilan kebijakan strategis di bidang sumber daya manusia.

Sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) yang dimiliki 

Biro Kepegawaian sejak tahun 2011 hanya sekedar untuk menyimpan data 
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pegawai saja, sehingga pada tahun 2015 dilakukan pengembangan sistem 

yang lebih dikenal dengan nama Simpeg new.

B.	 DESKRIPSI SINGKAT
Secara umum Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan informasi 

yang akurat dan efisien, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara obyektif. Secara strategis aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang 

kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, 

memperkaya dan menyediakan pengetahuan di bidang kepegawaian kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang 

akurat pada saat yang tepat.

Sistem informasi manajemen kepegawaian yang diselenggarakan 

secara cepat, tepat dan akurat ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan 

manajemen Aparatur Sipil Negara, terutama di dalam mendukung kebijakan 

pembinaan, pengembangan dan kesejahteraannya.

Sistem Informasi Manajemen Pegawai didefinisikan sebagai Sistem 

Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, 

prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk 

menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka 

mendukung administrasi kepegawaian. Simpeg sebagai aplikasi penyedia 

informasi kepegawaian menangani manajemen data kepegawaian yang 

memiliki banyak kelebihan yaitu pemrosesan data informasi kepegawaian 

dengan komputerisasi sehingga pemrosesan data dapat dilakukan dengan 

cepat, informasi yang diproses akurat karena adanya berbagai validasi 

dan kontrol, informasi yang disampaikan lebih ringkas dan dapat dicari 

dengan cepat karena tersimpan dalam media penyimpanan yang dapat 

diakses setiap saat, informasi lebih terjamin keamanannya, dengan adanya 

validasi pemakai dan level tingkat pemakai, sehingga hanya pemakai yang 
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berhak saja yang bisa menggunakan informasi kepegawaian, pemeliharaan 

informasi kepegawaian relatif mudah dan sederhana serta dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai dalam mengolah dan menjalankan proses-

proses kepegawaian.

Meskipun Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki sistem informasi 

manajemen kepegawaian, namun hal tersebut masih jauh dari maksud dan 

tujuan sistem tersebut dibuat karena memiliki kendala dalam pengolahan 

data. Data yang dihasilkan belum akurat dan mekanisme pemuktahirannya 

tidak dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga data pada Simpeg belum 

dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen ASN, 

yang hal tersebut disebabkan sebagai berikut:

1.	 Proses yang dilaksanakan untuk memuktahirkan data dilakukan 

secara manual melalui entri ke aplikasi berdasarkan dari dokumen-dokumen 

kepegawaian oleh pengelola kepegawaian (Admin Simpeg).

2.	 Ketidakdisiplinan Admin Simpeg dalam memuktahirkan database, 

setelah menerima dokumen-dokumen kepegawaian.

3.	 Ketidakdisiplinan pengelola kepegawaian untuk menyerahkan setiap 

dokumen-dokumen kepegawaian yang diterbitkan atau memuktahirkan 

data Simpeg sesuai dengan isi dari dokumen kepegawaian yang 

diterbitkan, karena masih adanya anggapan bahwa dengan telah 

diterbitkan dokumen kepegawaian maka selesai tugas pengelola 

kepegawaian tersebut, tanpa perlu memuktahirkan data dalam 

sistem menginggat proses penerbitan dokumen kepegawaian tidak 

menggunakan Simpeg atau bahkan masih menunggu penerbitan 

dokumen kepegawaian lainnya yang harus diselesaikan.

Dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan pengembangan sistem 

guna menenuhi kebutuhan akan layanan dan administrasi kepegawaian 

yang terintegrasi dan terotomasi sebagaimana disebutkan pada Peraturan 
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Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, 

bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut SIMPEG Kumham adalah 

rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai yang disusun secara 

sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

C.	 TUJUAN PEMBELAJARAN
Dalam pembelajaran, sebuah tujuan merupakan faktor paling penting 

untuk dipikirkan dan ditetapkan. Ini dikarenakan setiap aktivitas pembelajaran 

pasti pangkal dari diperolehnya sebuah hasil adalah tujuan pembelajaran itu 

sendiri. Dengan adanya modul ini, maka diharapkan akan tercapai tujuan 

sebagai berikut:

1.	 Pegawai dapat mengenal lebih dalam tentang Simpeg Kumham 

sebagai sebuah aplikasi dalam menunjang administrasi dan layanan 

kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2.	 Dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh Pegawai dalam 

mencari solusi pada proses layanan kepegawaian.

3.	 Mendorong Pegawai untuk memaksimalkan pemanfaatan Simpeg 

dalam proses layanan kepegawaian karena kemudahan aplikasi dan 

informasi yang didapatkan.

4.	 Pegawai dapat lebih memahami mekanisme Simpeg Kumham dalam 

proses layanan kepegawaian.

D.	 MATERI POKOK
Sebagai materi pokok pada modul ini adalah sebagai berikut:

1.	 Sejarah Simpeg Kumham

2.	 Pengenalan menu/fitur Simpeg Kumham
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3.	 Integrasi data Simpeg dalam mendukung administrasi dan layanan 

kepegawaian

E.	 PETUNJUK BELAJAR

Untuk mendapatkan hasil maksimal saat menggunakan modul ini, 
maka perlu disediakan beberapa petunjuk penggunaan antara lain:

1.	 Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam penggunaan 
menu-menu pada Simpeg Kumham.

2.	 Unduh dan pelajari buku petunjuk penggunaan yang terdapat pada 

menu produk kepegawaian Simpeg Kumham.

3.	 Guna penyempurnaan Simpeg Kumham dalam memenuhi kebutuhan 

Pegawai, apabila terdapat saran pengembangan sistem, dapat 

disampaikan ke Biro Kepegawaian.
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BAB II
KONSEP DASAR

A.	 KONSEP DASAR
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah sistem informasi 

terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata 

kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan 

informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung 

administrasi kepegawaian.

Sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 

E-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan 

meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya 

kebijakan dan strategi pengembangan e-government.

Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan implementasi 

dari E-Government dalam pelayanan di bidang kepegawaian yang 

dilaksanakan secara transparan dan objektif. Sistem ini selain menyajikan 

informasi yang terkait dengan kepegawaian, serta untuk meningkatkan 

pelayanan di bidang kepegawaian.

Sistem informasi manajemen kepegawaian bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proses kepegawaian. 

Permasalahan tersebut diantaranya adalah Pegawai yang status 
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kepegawaiannya tidak jelas, dikarenakan proses layanan administrasi 

kepegawaian yang tidak maksimal, Pegawai yang sudah pensiun, meninggal 

atau berhenti, data kepegawaiannya tidak diperbaharui. Data Pegawai tidak 

mutakhir, sehingga jumlah Pegawai tidak diketahui secara pasti, dan data 

yang ada saling berbeda, pemutakhiran data tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, baik di Unit Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Unit Pelaksana 

Teknis (UPT).

Pada prinsipnya, data kepegawaian dapat dikatakan sebagai sebuah 

data yang yang dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi 2 hal, yakni 

data yang benar dan mutakhir. Data Pegawai tidak hanya benar saja namun 

tidak mutakhir, demikian pula data tidak hanya mutakhir, namun tidak 

benar. Sehingga 2 (dua) kaidah tersebut harus dapat terpenuhi dalam data 

kepegawaian.

Tujuan utama Simpeg adalah membantu proses manajemen pada suatu 

organisasi. Manajemen meliputi seluruh hierarki kepengurusan dalam suatu 

organisasi, dimulai dari hierarki manejemen puncak yang bertanggungjawab 

atas keberhasilan atau kegagalan organisasi secara keseluruhan hingga 

pada hierarki manajemen bawah yang hanya bertanggungjawab atas operasi 

sehari- hari dari suatu unit tertentu saja.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam perkembangan konsep 

Simpeg dalam lingkup administrasi negara. Pertama, terdapat begitu 

maraknya buku- buku sistem informasi manajemen kepegawaian yang 

mengakar sekaligus teraplikasi dalam bidang ekonomi yang telah lama 

dianggap menjadi bagian yang menyatu dalam pengajaran dan aplikasi 

pada administrasi negara khususnya pada penerapan model organisasi 

publik. Perbedaan struktur dan manajemen pada sektor publik dan swasta 

menghendaki penerapan framework sistem informasi yang berbeda. Kedua, 

pengertian sistem informasi manajemen kepegawaian dalam penulisan ini 

akan digunakan dalam konteks, baik sistem, informasi, dan manajemen. 
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Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa seperangkat komputer itu adalah 

merupakan satu hal yang dapat dikatakan sebagai konsep sistem informasi 

manajemen sebagaimana yang terdapat dalam beberapa majalah, harian, 

atau iklan-iklan, atau bahkan dalam beberapa pidato dari pejabat pemerintah 

dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi yang dikacaukan dengan 

konsep sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Perkembangan 

teknologi komputer hanyalah salah satu instrumen untuk mengolah data 

dalam sistem informasi manajemen, dan hal itu baru merupakan konsep 

sistem informasi manajemen kalau dikaitkan dengan proses pembuatan 

keputusan dalam organisasi (publik).

Pada umumnya Simpeg mencakup proses yang berkaitan dengan 

perencanaan pegawai, administrasi pegawai, evaluasi kinerja pegawai, 

pendidikan dan pelatihan, dan pensiun. Perencanaan Pegawai merupakan 

suatu proses analisis dan simulasi kebutuhan pegawai yang dimiliki 

organisasi dikaitkan dengan pengembangan kegiatan di masa mendatang 

yang berkaitan dengan pengadaan dan penempatan pegawai. Proses 

perencanaan pegawai mencakup antara lain pembuatan rekapitulasi untuk 

analisis dan simulasi yang diolah dari data kepegawaian untuk memperoleh 

gambaran kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki, proses pengadaan 

pegawai atau rekruitmen yang pada dasarnya merupakan pengumpulan 

biodata dan proses alokasi yaitu dengan data yang dimiliki dapat dilakukan 

analisis kebutuhan penempatan pegawai ke posisi yang lebih tepat.

Simpeg dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan 

manajemen ASN melalui sistem basis data kepegawaian yang terintegrasi, 

tertib, teratur, transparan, dan aman, yang juga dapat memberikan 

masukan bagi proses perencanaan, pengembangan, mutasi/pengangkatan, 

kesejahteraan, pengendalian, hingga kebijakan terkait mengenai ASN. 

Simpeg memberikan sarana pengumpulan, pengolahan data yang 

berhubungan erat dengan manajemen kepegawaian dan perencanaan 
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pegawai. Kebutuhan informasi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi 

kepegawaian sangatlah banyak.

Mencermati tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memberikan 

gambaran dan pemahaman lebih jelas tentang proses dan mekanisme 

Simpeg di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bahwa Sistem Informasi 

memiliki tiga kegiatan utama yaitu input , process dan output.

Fungsi input memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi 

pengelola kepegawaian ke dalam Simpeg. Ini meliputi berbagai prosedur 

yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu kedudukan 

data base dalam fungsi masukan ini merupakan langkah terpenting proses 

pengembangan sistem melalui kreasi data base. Sebagai titik awal, data 

base hendaknya mencakup elemen-elemen data esensial yang dibutuhkan 

baik secara internal oleh organisasi maupun untuk pemudahan kebutuhan 

pihak-pihak eksternal.

Fungsi input memegang peranan sangat vital dalam proses penciptaan 

data. Suatu metode masukan harus ditetapkan untuk setiap elemen data, 

langkah- langkah pengeditan dan pemrosesan data harus dirumuskan, dan 

berbagai kerangka dan laporan standar harus dijabarkan agar elemen data 

yang diperlukan dapat dirinci secara jelas. Input adalah informasi atau data 

yang telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern ke 

dalam penyimpanan intern komputer, input juga dapat diartikan sebagai 

penguraian rutin peralatan atau kumpulan peralatan yang diperlukan.

Didalam beberapa pendekatan sistem dijelaskan bahwa : “Input adalah 

fungsi input terjadi karena suatu sistem mendapat pengaruh dari lingkungan 

yang mengitari suatu sistem baik yang bersifat faktor manusia atau pun non 

manusia, sehingga terminologi sistem setiap pengaruh terhadap berfungsinya 

suatu sistem disebut input.”

Dari dasar pemikiran tersebut di atas memberikan suatu pemahaman 

bahwa bekerjanya sistem itu karena adanya berbagai pengaruh. Hal ini 
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secara kasar dapat pula dikatakan bahwa input juga terdiri dari tuntutan dan 

dukungan. Tuntutan yang dimaksud adalah suatu keharusan, yang jika tidak 

terpenuhi maka sistem tersebut tidak berjalan. Untuk menjamin tersedianya 

informasi yang bermutu tinggi maka data yang dikumpulkan sebaiknya 

memiliki jaminan antara lain mutu data yang dikumpulkan tinggi, dengan 

kepentingan pemakainya, dan digali dari sumber yang dapat dipercaya, baik 

internal maupun eksternal.

Cara memperoleh data dapat bersifat seketika maupun berkala. Untuk 

selaras dan terinterelasi dengan masukan (input), maka diperlukan teknologi 

informasi yang memadai, kelengkapan data yang diambil sebagai data dasar, 

serta unsur manusia sebagi pelaksana.

Adapun terkait dengan proses, lebih tertuju pada upaya merubah sesuatu 

hal kedalam bentuk yang lain sehingga lebih bermakna dan mempunyai arti. 

Proses secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai “1) Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 

2) Rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan 

produk”.

Dalam kaitannya dengan sistem informasi, proses menunjuk pada 

langkah- langkah apa pun yang dilakukan dengan sarana-sarana apapun 

yang mungkin untuk membuat data dapat dipergunakan bagi sesuatu maksud 

tertentu. Pendapat ini lebih cenderung menilai proses itu sebagai pengolahan 

khususnya ditujukan dalam mengolah data berdasarkan dari tahapan yang 

harus dijalankan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam Simpeg, proses merupakan 

kegiatan, aktivitas, tindakan atau perlakuan, baik oleh manusia, mesin atau 

keduanya. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan pikiran dengan 

bantuan tangan atau suatu peralatan yang mengikuti serangkaian langkah-

langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data 

tersebut baik dalam bentuk, susunan, sifat atau isinya menjadi Iebih berguna.
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Pengolahan data senantiasa menjadi tugas yang kritis bagi sistem 

informasi sebuah organisasi, sehingga diperlukan suatu sistem pengolahan 

data yang mampu memberikan hasil informasi yang memiliki makna atau 

juga manfaat bagi organisasi itu sendiri. Metode atau prosedur kerja 

dalam pengolahan data yang berperan dalam mekanisme suatu organisasi 

diantaranya yaitu identifikasi sumber data, penyimpanan data, dan 

pemeliharaan data. Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa proses adalah pengolahan Iebih lanjut tertuju pada upaya, aktifitas, 

langkah-langkah, metode, tindakan atau perlakuan untuk merubah sesuatu 

hal kedalam bentuk yang lain sehingga Iebih bermakna dan mempunyai arti.

Dalam banyak hal sebuah program input, process dan output dapat 

dikatakan baik jika dapat menyajikan informasi yang akurat sesuai yang 

dikehendaki. Output adalah aktifltas yang dijalankan oleh sistem informasi 

sebagai respon terhadap tuntutan, tekanan dan masukan lainnya berupa 

informasi yang dihasilkan oleh manipulasi penanganan komputer dan yang 

akan diserahkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkannya.

Landasan kebijakan dalam pengambilan keputusan kepegawaian 

yang baik adalah berasal dari informasi kepegawaian yang baik pula. 

Informasi kepegawaian patut disediakan kepada pimpinan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa output (keluaran) adalah kemampuan 

memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi, 

keluaran yang disediakan oleh sistem merupakan penghubung penting antara 

Simpeg dengan para pemakainya. Ini bisa meliputi laporan-laporan maupun 

informasi kepegawaian yang diperlukan dalam rangka pengembangan 

pegawai.

Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini 

berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi 

tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang 
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sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Ditentukan dari dua 

hal pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost).

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar 

informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, 

tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

Simpeg yang baik adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, 

Simpeg akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur 

yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat.

Suatu organisasi bila cermat dalam merancang dan menerapkan 

Simpeg agar sesuai keinginan dan kebutuhan serta wajar dalam menentukan 

batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka Simpeg yang 

dihasilkan akan memberikan keuntungan. Prinsip utama perancangan 

Simpeg harus dijalin secara teliti agar mampu menjalani tugas utama. Dapat 

pula dikatakan bahwa pengukuran nilai sebuah informasi akan lebih tepat 

jika menggunakan analisis cost effectiveness atau cost benefit.

Informasi yang diberikan kepada atasan digunakan untuk 

mengendalikan operasional, strategi, perencanaan jangka panjang dan 

pendek, pengendalian manajemen dan pemecahan masalah dalam 

pengambilan keputusan.

B.	 HUBUNGAN KONSEP DASAR DALAM JABATAN TUGAS
Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif di mana 

sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan. Organizational 

effectiveness (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan 

sumber daya manusia dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak 

positif bagi masyarakat.
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Keefektivan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi 

individu, Kelompok dan organisasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang 

individu merupakan pelaku dalam efektivitas Individu. Dalam Prespektif 

keefektivan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar 

adalah keefektivan Individu. Keefektivan suatu Kelompok akan ditentukan oleh 

keefektivan individu dan keefektivan organisasi tergantung pada keefektivan 

kelompok. Dengan kata lain, organisasi akan efektif, jika individu (Pegawai 

Negeri Sipil) juga efektif. Kriteria keefektivan secara khas dinyatakan dalam 

ukuran waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kriteria jangka pendek adalah untuk menunjukkan hasil tindakan 

yang mencakup waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah 

diterapkan jika menilai keefektivan seseorang, kelompok, atau organisasi 

dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti lima tahun. Kriteria jangka 

panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas.

Kriteria keefektivan dapat dikategorikan antara lain yaitu produksi, 

mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan 

kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan, Efisiensi, didefinisikan 

sebagai perbandingan keluaran terhadap masukkan. Kriteria jangka pendek 

ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan, proses, 

dan keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses. 

Kepuasaan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat 

di mana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannya. Keadaptasian, 

ialah tingkat di mana organisasi dapat benar - benar tanggap terhadap 

perubahan internal dan eksternal. Pengembangan, kriteria ini mengukur 

kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi 

tuntutan lingkungan.

Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar 

kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-saha 
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pengembangan yang lazim ialah program pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas pegawai.

Efektivitas Simpeg merupakan upaya organisasi untuk memanfaatkan 

kemampuan dan potensi sistem komputerisasi yang dimiliki untuk mencapai 

tujuan. Suatu organisasi mempunyai sistem komputer yang efektif apabila 

dengan menggunakan sistem komputer tujuan organisasi dapat tercapai. 

Untuk mengetahui efektivitas sistem komputerisasi maka beberapa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas sistem komputerisasi yaitu : pengguna, 

sistem komputer, dan sarana pendukung sistem komputerisasi. Faktor 

inilah yang berpengaruh terhadap efektivitas Simpeg, karena betapapun 

lengkapnya sarana dan prasarana tanpa dukungan kualitas sumber daya 

yang mengisinya tidak akan ada artinya.

Dalam konsep ini mutu SDM memegang peranan penting dalam 

menjalankan Simpeg pada kinerja pegawai di lingkungan Kemenetrian 

Hukum dan HAM. Sebagaimana dilihat akan pengembangan sistem ini 

dibutuhkkan kualitas SDM yang mampu mengola Simpeg dengan baik, sebab 

pada dasarnya pengguna sistem harus cekatan dan mampu menggunakkan 

sistem komputerisasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian 

tugas kerja.

Sistem komputerisasi merupakan salah satu media yang berperan 

penting dalam penyelesaian kinerja setiap pegawai. Sistem ini mengambil 

peranan penting di mana membantu menyiapkan, menyimpan, mengolah, 

dan menghasilkan data berdasarkan kebutuhan pengguna dari setiap bagian 

yang ada.

Simpeg bertujuan untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan 

kinerja yang lebih cepat dan tepat demi kebutuhan-kebutuhan tugas kerja 

yang ada. Sarana dan Prasarana pendukung dalam Simpeg adalah media 

penunjang dalam menjalankan sistem komputerisasi, di mana sarana 



16 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System

prasarana ini juga akan mengambil peranan untuk membantu menunjang 

tugas kerja pegawai. Sarana prasarana yang menunjang akan menetukan 

jalannya sistem komputerisasi, hal ini di sebabkan bahwa kelengkapan sarana 

prasarana penunjang pula yang menjadi tolak ukur dalam menerapkan 

Sistem Komputerisasi. Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya tentang 

efektivitas Simpeg dan penerapannya pada kinerja pegawai maka akan 

terlihat hasil yang akan terjadi setelah sistem ini di jalankan.
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BAB III
KONSEP DASAR HARUS DILAKUKAN

A.	 HUBUNGAN KEWAJIBAN TUGAS KERJA
Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan 

pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, serta mewujudkan reformasi 

birokrasi dan good governance, Pemerintah dituntut agar memiliki sumber 

daya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan 

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 

mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Selain itu diperlukan pembaharuan dan perubahan 

yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal 

ini terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

sumber daya aparatur sipil negara.

Perubahan mendasar tersebut harus menitikberatkan pada aspek 

efesiensi, efektivitas, dan produktivitas sumber daya aparatur sipil negara 

melalui pembagian kerja hirarkis dan horizontal yang seimbang, diukur 

dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya 

disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Untuk dapat 

mencapai hal tersebut, pegawai pemerintah perlu didorong untuk dapat 

mengembangkan segenap kompetensinya melalui manajemen sumber daya 

aparatur sipil negara yang komprehensif.

Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya 

tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak 
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dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan 

pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis 

(strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya 

aparatur sipil negara unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi 

aparatur sipil negara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Kepegawaian) yang selama ini 

menjadi landasan hukum dan regulasi utama dalam hal kepegawaian dirasa 

telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan paradigma yang hendak 

dibangun dan diwujudkan dalam manajemen sumber daya aparatur sipil 

negara, sehingga perlu disusun undang-undang baru yang juga sesuai 

dengan tuntutan global. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disahkan dan diundangkan oleh 

pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014, muncul untuk mengakomodir 

paradigma baru serta pembaharuan dan perubahan dalam manajemen 

sumber daya aparatur sipil negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

telah mengamanatkan tentang Sistem Informasi ASN. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, disampaikan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan 

akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem 

Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan 

data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, 

dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara 

nasional dan terintegrasi.

Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data Pegawai 

ASN yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1.	 Data Riwayat Hidup;

2.	 Riwayat pendidikan formal dan non formal;
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3.	 Riwayat jabatan dan kepangkatan;

4.	 Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;

5.	 Riwayat pengalaman berorganisasi;

6.	 Riwayat gaji;

7.	 Riwayat pendidikan dan latihan;

8.	 Daftar penilaian prestasi kerja;

9.	 Surat keputusan; dan

10.	 Kompetensi.

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi 

yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam 

pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

B.	 HUBUNGAN PERMASALAHAN TUGAS KERJA
Menurut Hudojo, masalah adalah suatu pernyataan kepada seseorang 

di mana orang tersebut tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang 

segera dapat digunakan untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut. 

Menurut Drs. Usman Tampubolon, yang menyatakan bahwa masalah adalah 

hambatan, rintangan atau kesulitan yang harus di atasi dalam usaha mencapai 

tujuan organisasi. Menurut Prof. DR. Winamo Surachmad, menyatakan 

bahwa masalah adalah setiap kesulitan yang dihadapi menggerakan 

manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai 

suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita 

akan berjalan terus. Dari ketiga pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah adalah hambatan, rintangan atau kesuliatan yang mesti 

dilalui dengan cara mengatasinya apabila kita akan berjalan terus dalam 

usaha mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi.
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Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki pegawai sejumlah 

58.880 orang (data Simpeg per tanggal 28 Juli 2020) tersebar di seluruh 

satuan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rentang kendali yang luas 

tersebut, beberapa layanan dan administrasi kepegawaian sebagaimana 

pendelegasian wewenang yang masih berada di tingkat pusat seringkali 

kurang optimal.

Dalam optimimalisasi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap Pegawai 

tersebut, dengan menggunakan system manual pasti tidak akan efisien dan 

efiktif serta menimbulkan banyak kesalahan dalam proses pelayanan.

Kesalahan ini menyebabkan output (keluaran) pelayanan berkualitas 

kurang baik serta tidak memeberikan hak ASN secara optimal. Oleh karena 

hal tersebut, pada tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro 

Kepegawaian mengembangkan Simpeg yang dinamakan ulang menjadi 

Simpeg New.

C.	 HUBUNGAN PENINGKATAN KERJA DAN CAPAIAN TUGAS KERJA
Pemberdayaan birokrasi lebih difokuskan kepada pemberdayaan 

aparatur sipil negara, di mana Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan 

sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pengendali pelaksanaan 

pembangunan dituntut untuk memiliki kemampuan managerial yang optimal. 

Disamping itu seorang Pegawai harus memiliki perilaku, keterampilan dan 

tingkat intelektual yang dapat dijadikan panutan dan tauladan, terutama 

dalam menjalankan fungsi- fungsinya selaku aparatur pemerintah, meliputi 

: fungsi pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulation), fungsi 

pembangunan (development), fungsi pemberdayaan (empowering), dan 

fungsi perlindungan (protection).

Pegawai sebagai bagian dari sumber daya perlu dikembangkan, 

didorong dan ditumbuhkan prakarsa dan kreativitas untuk mampu 

menunjukan disiplin, kinerja dan produktivitas kerja yang optimal dalam 
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menyelenggarakan tugas- tugas pelayanan publik di bidang pemerintahan 

dan kemasyarakatan.

Berkembang tidaknya potensi prakarsa, kreativitas yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap disiplin, kinerja maupun produktivitas 

Pegawai Negeri Sipil secara individual maupun institusional, tidak terlepas 

dari pengaruh berbagai faktor internal dari Pegawai yang bersangkutan 

maupun faktor eksternal di mana yang bersangkutan bekerja. Faktor internal 

antara lain : faktor pendidikan, keahlian, motivasi, pendapatan, kesehatan, 

sedangkan faktor eksternal antara lain seperti : sistem penggajian, pola 

rekruitmen, pola distribusi kerja, suasana lingkungan kerja, kepemimpinan, 

sarana kerja, dan lain-lain.

Kinerja suatu organisasi pemerintahan tidak terlepas dari kinerja 

karyawan secara individual. Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan sebagaimana diuraikan di atas, antara lain adalah 

faktor pendidikan, akumulasi pelatihan, distribusi pekerja, sarana kerja, 

kompensasi dan motivasi kerja. Seorang Pegawai tingkat pendidikan formal 

yang memadai apabila diikuti dengan pendidikan keterampilan dan keahlian, 

adanya distribusi pekerjaan yang jelas, pemberian kompensasi yang 

memadai, dukungan sarana kerja yang memadai, serta memiliki motivasi 

kerja yang tinggi, Pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang positif 

terhadap kinerja pegawai itu sendiri yang secara ekplisit akan berkontribusi 

pula pada kinerja organisasi di mana karyawan bekerja.
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BAB IV
CAPAIAN KONSEP

A.	 PROSES DAN PROSEDURAL MENCAPAI KONSEP
Amanat dari Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara yang menyebutkan agar dibangun sistem informasi ASN yang 

terintegrasi, maka pada tahun 2015, Simpeg Kumham yang telah ada 

sejak tahun 2011, mulai dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan 

guna mendukung efektivitas dalam administrasi dan layanan kepegawaian 

dengan mengutamakan otomasi dan integrasi sehingga data kepegawaian 

dapat terjaga selalu benar dan mutakhir.

Menu atau modul dalam aplikasi Simpeg Kumham dibuat agar Pegawai 

dapat mengecek dan melihat data nya sendiri serta dapat melakukan 

pemutakhiran data secara mandiri, disamping dapat sekaligus mengajukan 

layanan kepegawaian.

Adapun mekanisme pada aplikasi Simpeg dapat dilihat pada 

keterangan berikut.

1.	 Akses Login

a.	 Buka browser pada perangkat

b.	 Ketikkan alamat website http://simpeg.kemenkumham.go.id 

lalu pilih Simpeg Kumham seperti gambar di bawah:
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c.	 Klik Logo Simpeg Kumham untuk login, lalu akan muncul menu 

login seperti gambar dan Isikan 18 digit NIP Baru lalu klik tombol 

[Masuk]:
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c.	 Klik Logo Simpeg Kumham untuk login, lalu akan muncul menu 

login seperti gambar dan Isikan 18 digit NIP Baru lalu klik tombol 

[Masuk]:

d.	 Pilih User lalu ketik Password kemudian klik [Login]

e.	 Kemudian akan muncul halaman utama seperti berikut:
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2.	 Menu Absensi

a.	 Klik tombol [ABSENSI] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah ini:

b.	 Klik tombol [ABSENSI MANDIRI] lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini:

	 Menu ini digunakan Pegawai untuk melakukan presensi secara 

mandiri melalui online, yang pada awalnya digunakan dalam 

rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.

	 Terdapat 3 tombol:

-	 Rekam absen masuk, untuk melakukan perekaman absensi saat 
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masuk kerja

-	 Rekam absen pulang, untuk melakukan perekaman 

absensi saat pulang kerjadan

-	 Monitoring absensi, untuk melakukan monitoring 

(persetujuan atau penolakan) presensi jajaran di bawahnya, 

seperti gambar dibawah ini:

c.	 Klik tombol [ABSENSI ONLINE] lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini:
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d.	 Klik tombol [DASHBOARD], maka akan muncul tampilan 

prosentase kehadiran dalam 1 unit kerja.

e.	 Klik tombol [DASHBOARD TV], maka akan muncul tampilan 

Pegawai yang terlambat/pulang cepat pada hari itu, Top 10 

Pegawai yang seraing terlambat dan pulang cepat dalam 1 

periode (bulan) dan statistik presensi.
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f.	 Klik tombol [DAFTAR PEGAWAI], maka akan muncul tampilan 

daftar pegawai dalam 1 unit kerja.

3.	 Menu Kinerja

a.	 Klik tombol [KINERJA] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah, klik nama pegawai lalu klik menu 

kinerja di samping kanan sesuai kebutuhan, apabila yang dipilih 

nama pegawai lain untuk SKP Tahunan dan yang lainnya hanya 

bisa melihat, tidak bisa menambah, mengedit dan meghapus:
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3. Menu Kinerja

a. Klik tombol [KINERJA] pada halaman utama lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah, klik nama pegawai lalu klik menu kinerja di samping 

kanan sesuai kebutuhan, apabila yang dipilih nama pegawai lain untuk 

SKP Tahunan dan yang lainnya hanya bisa melihat, tidak bisa 

menambah, mengedit dan meghapus :

b. Klik SKP Tahunan maka akan muncul tampilan seperti di bawah, 

kemudian klik tombol [Tambah Kegiatan] untuk menambah kegiatan 

SKP, klik [Hapus] untuk menghapus kegiatan, klik [Kirim] untuk 

mengirim SKP Tahunan ke atasan untuk persetujuan, Klik [Cetak] untuk 

mencetak/print.

2 

1 



30 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System

b.	 Klik SKP Tahunan maka akan muncul tampilan seperti di bawah, 

kemudian klik tombol [Tambah Kegiatan] untuk menambah 

kegiatan SKP, klik [Hapus] untuk menghapus kegiatan, klik [Kirim] 

untuk mengirim SKP Tahunan ke atasan untuk persetujuan, Klik 

[Cetak] untuk mencetak/print.

c.	 Klik [JOURNAL] Harian maka akan muncul tampilan seperti di 

bawah, klik kolom tanggal untuk memilih tanggal jurnal harian 

kerja, klik [Tambah] untuk menambah jurnal harian kerja, klik 

[Score Perilaku Kerja] untuk melihat Score Perilaku Kerja dalam 

periode satu bulan, Klik [Cetak] untuk mencetak/print.
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d.	 Berikut adalah tampilan menu [Tambah] untuk menambah jurnal 

harian, pada kolom SKP Tahunan/Tugas Tambahan apabila di 

klik maka akan muncul list SKP Tahunan untuk dipilih seperti 

tampilan di bawah.
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c. Klik [JOURNAL] Harian maka akan muncul tampilan seperti di bawah, 

klik kolom tanggal untuk memilih tanggal jurnal harian kerja, klik 

[Tambah] untuk menambah jurnal harian kerja, klik [Score Perilaku 

Kerja] untuk melihat Score Perilaku Kerja dalam periode satu bulan, Klik 

[Cetak] untuk mencetak/print.

d. Berikut adalah tampilan menu [Tambah] untuk menambah jurnal harian, 

pada kolom SKP Tahunan/Tugas Tambahan apabila di klik maka akan 

muncul list SKP Tahunan untuk dipilih seperti tampilan di bawah.

e.	 Klik [Monitoring & Supervisi] untuk menampilkan menu 

Monitoring dan Supervisi

f.	 Klik tombol [PENYAMPAIAN PERINTAH/ARAHAN/

PERMOHONAN] untuk menyampaikan tugas atau arahan 

(untuk JFU bisa menggunakan ini untuk koordinasi sesame JFU 

dalam sub nya), kemudian akan muncul menu seperti gambar 

lalu isikan sesuai kebutuhan lalu klik tombol [Simpan].
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g.	 Klik tombol [Riwayat] untuk melihat riwayat tugas, klik kolom 

tanggal untuk mengganti tanggal sesuai kebutuhan lalu klik 

[Tampilkan]
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g. Klik tombol [Riwayat] untuk melihat riwayat tugas, klik kolom tanggal 

untuk mengganti tanggal sesuai kebutuhan lalu klik [Tampilkan]

h. Klik tombol [Penilaian SKP] kemudian akan muncul tampilan seperti di 

bawah.
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h.	 Klik tombol [Penilaian SKP] kemudian akan muncul tampilan 

seperti di bawah.

i.	 Klik tombol [Penilaian PPKP] kemudian akan muncul tampilan 

seperti di bawah
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j.	 Klik tombol [Simpan] untuk menyimpan, klik tombol [Cetak PDF] 

untuk mencetak dalam format file PDF, klik tombol [Cetak] untuk 

mencetak/print.

k.	 Klik tombol [Buku Catatan] untuk mencetak hasil sementara 

SKP, Buku catatan ini digunakan apabila pegawai pindah atau 

mutasi di tengah tahun, sehingga SKP melimpah ke pimpinan 

yang baru dan buku catatan ini digunakan oleh pimpinan baru 

untuk referensi penilaian SKP lanjutan pegawai tersebut, klik 

kolom tahun untuk mengganti tahun sesuai yang diinginkan, klik 

tombol [Simpan PDF] untuk menyimpan dalam format file PDF 

dan klik tombol [Cetak] untuk mencetak/print.
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4.	 Menu Profille

a.	 Klik tombol [PROFILE] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:

BIRO KEPEGAWAIAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 

| 30 

k. Klik tombol [Buku Catatan] untuk mencetak hasil sementara SKP, Buku 

catatan ini digunakan apabila pegawai pindah atau mutasi di tengah 

tahun, sehingga SKP melimpah ke pimpinan yang baru dan buku catatan 

ini digunakan oleh pimpinan baru untuk referensi penilaian SKP lanjutan 

pegawai tersebut, klik kolom tahun untuk mengganti tahun sesuai yang 

diinginkan, klik tombol [Simpan PDF] untuk menyimpan dalam format 

file PDF dan klik tombol [Cetak] untuk mencetak/print.

4. Menu Profille

a. Klik tombol [PROFILE] pada halaman utama lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah :

b.	 Halaman ini akan menampilkan data diri pegawai seperti 

Identitas Diri, Pangkat, Jabatan, Pendidikan, Data Keluarga, 

dan data lainnya. Silahkan pilih menu data pada sisi kiri layar 

sesuai kebutuhan, apabila terdapat data kurang atau data salah 

silahkan menghubungi Admin SIMPEG pada masing-masing unit 

pegawai, khusus untuk data pada poin B. Identitas Pegawai 

yang bersangkutan bisa langsung mengubah data pribadinya.
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5.	 Menu Dossier

a.	 Klik tombol [DOSSIER] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:

BIRO KEPEGAWAIAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 

| 31 

b. Halaman ini akan menampilkan data diri pegawai  seperti  Identitas 

Diri, Pangkat, Jabatan, Pendidikan, Data Keluarga, dan data lainnya. 

Silahkan pilih menu data pada sisi kiri layar sesuai kebutuhan, apabila 

terdapat data kurang atau data salah silahkan menghubungi Admin 

SIMPEG pada masing-masing unit pegawai, khusus untuk data pada 

poin B. Identitas Pegawai yang bersangkutan bisa langsung 

mengubah data pribadinya.

5. Menu Dossier

a. Klik tombol [DOSSIER] pada halaman utama lalu akan muncul

tampilan seperti di bawah :

b. Halaman dossier menampilkan arsip digital pegawai (hasil dari scan 

SK), untuk memanfaatkan layanan ini silahkan pilih dossier/arsip 

sesuai kebutuhan pegawai untuk di cetak/print dengan cara klik

Download.

b.	 Halaman dossier menampilkan arsip digital pegawai (hasil dari 

scan SK), untuk memanfaatkan layanan ini silahkan pilih dossier/

arsip sesuai kebutuhan pegawai untuk di cetak/print dengan cara 

klik Download.

	 Fungsi Arsip Digital Pegawai (DOSSIER):

-	 Sebagai Back Up arsip pegawai apabila ruang arsip 

terjadi hal yang tidak diinginkan seperti benca alam atau 

kebakaran atau hilangnya arsip pegawai;

-	 Arsip pegawai menjadi fleksible karena bisa dibuka dan di 

print/cetak di mana saja berada selama terdapat koneksi 

internet, baik di dalam maupun luar negeri;

-	 Kepegawaian UPT, Kepegawaian Kantor Wilayah maupun 

Kepegawaian Pusat bisa membuka arsip pegawai di 
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mana saja apabila arsip pegawai diperlukan untuk proses 

administrasi kepegawaian;

-	 Efisiensi waktu, apabila membutuhkan arsip pegawai maka 

tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencari arsip 

pegawai di ruang arsip melainkan hanya buka komputer 

lalu buka aplikasi DOSSIER.

6.	 Menu informasi jabatan

a.	 Klik tombol [INFORMASI JABATAN] pada halaman utama lalu 

akan muncul tampilan seperti di bawah:
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Fungsi Arsip Digital Pegawai (DOSSIER) :

- Sebagai Back Up arsip pegawai apabila ruang arsip terjadi hal yang 

tidak diinginkan seperti benca alam atau kebakaran atau hilangnya 

arsip pegawai;

- Arsip pegawai menjadi fleksible karena bisa dibuka dan di

print/cetak dimana saja berada selama terdapat koneksi internet, 

baik di dalam maupun luar negeri;

- Kepegawaian UPT, Kepegawaian Kantor Wilayah maupun 

Kepegawaian Pusat bisa membuka arsip pegawai di mana saja 

apabila arsip pegawai diperlukan untuk proses administrasi 

kepegawaian;

- Efisiensi waktu, apabila membutuhkan arsip pegawai maka tidak 

memerlukan waktu yang lama untuk mencari arsip pegawai di 

ruang arsip melainkan hanya buka komputer lalu buka aplikasi 

DOSSIER.

6. Menu informasi jabatan

a. Klik tombol [INFORMASI JABATAN] pada halaman utama lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah:

4 

1 2 

3 

b.	 Halaman ini menampilkan Jabatan Struktural dan Jabatan 

Kosong pada seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sesuai dengan unit kerja yang di pilih, pada 

sisi kanan layar terdapat Filter Jabatan yang berfungsi untuk 

memfilter sesuai dengan kondisi yang diinginkan, lalu klik Cetak 

Data pada kanan atas untuk mencetak daftar jabatan yang 

diinginkan.
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7.	 Menu informasi pensiun

a.	 Klik tombol [PENSIUN] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:
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b. Halaman ini menampilkan Jabatan Struktural dan Jabatan Kosong pada 

seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai 

dengan unit kerja yang di pilih, pada sisi kanan layar terdapat Filter 

Jabatan yang berfungsi untuk memfilter sesuai dengan kondisi yang 

diinginkan, lalu klik Cetak Data pada kanan atas untuk  mencetak 

daftar jabatan yang diinginkan.

7. Menu informasi pensiun

a. Klik tombol [PENSIUN] pada halaman utama lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah :

b. Pilih satuan kerja sesuai kebutuhan dengan cara klik satuan kerja pada 

sisi kiri, kemudian pilih Tipe Pegawai, Jenis Pensiun, Periode, lalu klik

Cari, kemudian akan muncul data akan pensiun yang berurutan sesuai 

dengan masa kerja yang di tandai dengan warna.

4 
5 

2 
3 

1 

b.	 Pilih satuan kerja sesuai kebutuhan dengan cara klik satuan 

kerja pada sisi kiri, kemudian pilih Tipe Pegawai, Jenis Pensiun, 

Periode, lalu klik Cari, kemudian akan muncul data akan pensiun 

yang berurutan sesuai dengan masa kerja yang di tandai dengan 

warna.



39Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System

8.	 Menu informasi beasiswa

a.	 Klik tombol [INFORMASI BEASISWA] pada halaman utama lalu 

akan muncul tampilan seperti di bawah:

b.	 Pilih informasi beasiswa yang diminati, lalu klik tombol [download]

9.	 Menu produk kepegawaian

a.	 Klik tombol [PRODUK KEPEGAWAIAN] pada halaman utama 

lalu akan muncul tampilan seperti di bawah:

b.	 Menu ini menampilkan informasi terkait kepegawaian 
terbaru seperti petunjuk penggunaan aplikasi, 
peraturan.ketentuan kepegawaian, dan penetapan 
mutasi, untuk memanfaatkan layanan ini silahkan pilih 
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dokumen sesuai kebutuhan pegawai untuk di cetak/print 
dengan cara klik Download.

10.	 Menu penghargaan

a.	 Klik tombol [PENGHARGAAN] pada halaman utama lalu klik 

tombol [ PENGHARGAAN SIAP] akan muncul tampilan 
seperti di bawah:

b.	 Pilih satuan kerja sesuai kebutuhan dengan cara klik satuan 

kerja pada sisi kiri, kemudian pilih Pegawai yang akan mendapat/

yang sudah mendapat, pilihjenis penghargaan dan tahun, lalu 

klik Cari, kemudian akan muncul data pegawai sesuai dengan 

pilihan.
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11.	 Menu izin, cuti/dinas luar

a.	 Klik tombol [IZIN, CUTI/DL] pada halaman utama lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah:

b.	 Klik tombol [IZIN] untuk masuk menu surat permohonan izin 

seperti tampilan di bawah, klik kolom tanggal dan kolom untuk 

memilih tanggal dan hari dilanjutkan dengan memilih jenis izin, 

lalu ketikkan alasan izin/DL pada kolom yang tersedia.
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	 Setelah terisi datanya, lalu klik tombol [KIRIM] dan akan masuk 

notifikasi ke atasan langsung nya untuk dilakukan persetujuan 

atau penolakan izin tersebut.

c.	 Pengajuan izin dapat dilihat pada sub menu [DAFTAR IZIN 

YANG DIAJUKAN], yang berisi daftar izin yang pernah diajukan 

serta dapat digunakan untuk mencetak dokumen izin nya, seperti 

gambar berikut:

d.	 Klik tombol [DAFTAR PENGAJUAN IZIN] lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:



43Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
pada Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam Kerangka Merit System

	 Yang berisi daftar pengajuan izin yang diajukan oleh jajaran di 

bawahnya untuk dilakukan aksi berupa [SETUJU/TOLAK]

e.	 Klik tombol [CUTI] unuk mengajukan cuti dan akan muncul 

tampilan seperti di bawah:

	 Menampilkan peta cuti, berupa keterangan jajaran dibawahnya 

yang melaksanakan cuti.
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f.	 Klik tombol [PERMOHONAN CUTI] lalu akan muncul tampilan 

seperti di bawah untuk menampilkan menu pilihan cuti serta 

saldo cuti tahunan, lalu klik pilihan cuti sesuai kebutuhan:

g.	 Klik tombol [CUTI TAHUNAN] lalu akan muncul tampilan seperti 

di bawah:

	 Setelah diisikan data pada kolom isian sebelah kiri, maka klik 

tombol [KIRIM] dan pengajuan cuti akan masuk ke notifikasi 

atasn langsung untuk dilakukan persetujuan/penolakan.
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	 Jika disetujui, maka akan masuk ke notifikasi atasan langsung 

untuk dilakukan persetujuan/penolakan/penangguhan.

h.	 Klik tombol [KARTU CUTI] untuk menampilkan kartu cuti dan klik 

tombol [Cetak] untuk mencetak/print

i.	 Klik tombol [DINAS LUAR] lalu klik tombol [ DINAS LUAR 

FULL ] atau [ DINAS LUAR ½ HARI ] dan akan muncul 

tampilan seperti di bawah:

	 Isikan data pada kolom-kolom tersebut dan klik tombol [KIRIM] 

untuk mendapat persetujuan dari atasan langsung dan pejabat 

penetap.
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12.	 Menu daftar riwayat

a.	 Klik tombol [DAFTAR RIWAYAT] pada halaman utama lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah:

b.	 Terdapat pilihan tombol [DRH] atau [DRP], DRH untuk 

menampilkan data Pegawai secara lengkap seperti gambar 

dibawah, sedangkan DRP hanya menampilkan data riwayat 

pekerjaan Pegawai.

BIRO KEPEGAWAIAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 
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12. Menu daftar riwayat

a. Klik tombol [DAFTAR RIWAYAT] pada halaman utama lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah :

b. Terdapat pilihan tombol [DRH] atau [DRP], DRH untuk menampilkan 

data Pegawai secara lengkap seperti gambar dibawah, sedangkan DRP 

hanya menampilkan data riwayat pekerjaan Pegawai.
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13.	 Menu KGB

a.	 Klik tombol [KGB] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah

b.	 Klik tombol [DAFTAR MONITORING BERKALA] untuk 

menampilkan data Pegawai pada struktur organisasi yang 

bersangkutan, seperti gambar berikut:
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c.	 Klik tombol [KGB] untuk menampilkan menu Surat Pemberitahuan KGB sesuai dengan tahun dan bulan yang kita pilih, klik tombol 

[TAMPILKAN] untuk menampilkan surat pemberitahuan

BIRO KEPEGAWAIAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 
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c. Klik tombol [KGB] untuk menampilkan menu Surat Pemberitahuan KGB 

sesuai dengan tahun dan bulan yang kita pilih, klik tombol 

[TAMPILKAN] untuk menampilkan surat pemberitahuan

14. Menu Tunjangan Kinerja

a. Klik tombol [TUNJANGAN KINERJA] lalu klik lalu tombol [TUNKIR 

PRIBADI] untuk menampilkan data tunjangan kinerja pribadi Pegawai 

pada periode berjalan atau periode sebelumnya dengan tampilan seperti 

di bawah

2 

1 
2 

2 

1 

1 

14.	 Menu Tunjangan Kinerja

a.	 Klik tombol [TUNJANGAN KINERJA] lalu klik lalu tombol 

[TUNKIR PRIBADI] untuk menampilkan data tunjangan kinerja 

pribadi Pegawai pada periode berjalan atau periode sebelumnya 

dengan tampilan seperti di bawah
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b.	 Pilih [TAHUN] lalu pilih [PERIODE] dan klik [TAMPILKAN], 

sehingga akan muncul data penerimaan tunjangan pribadi 

pegawai.

15.	 Menu seleksi

a.	 Klik tombol [SELEKSI] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:

b.	 Menu ini digunakan untuk proses pendaftaran seleksi terbuka, 

baik seleksi pimpinan tinggi, pejabat administrator maupun 

seleksi Penyesuaian ijazah dan ujian dinas.

16.	 Menu disiplin

a.	 Klik tombol [DISIPLIN] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah:
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b.	 Kemudian klik/pilih sesuai kebutuhan, contoh DAFTAR ALPHA 

lalu muncul menu disampingnya rincian ALPHA dan klik/pilih 

sesuai kebutuhan kemudian muncul menu disampingnya pilihan 

TAHUN:

c.	 Kemudian akan muncul rincian Jumlah ALPHA sesuai tahun 

yang kita pilih
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17.	 Menu Kompetensi

a.	 Klik tombol [KOMPETENSI] pada halaman utama lalu akan 

muncul tampilan seperti di bawah

b.	 Kemudian klik [PEDOMAN CARA MEMBACA HASIL PENILAIAN 

KOMPETENSI PADA SIMPEG] untuk membaca petunjuk 

kompetensi atau mengunduh Ike PDF tersebut seperti tampilan 

sebagai berikut:
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c.	 Kemudian klik [BANDINGKAN DENGAN JABATAN] untuk 

melihat perbandingan kompetensi yang dimiliki Pegawai dengan 

kompetensi jabatan, seperti tampilan sebagai berikut:

18.	 Menu Informasi proses

a.	 Klik tombol [INFORMASI PROSES] pada halaman utama lalu 

akan muncul tampilan seperti di bawah
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b.	 Klik tombol [PANGKAT] lalu klik tombol [MONITORING PROSES] 

untuk melihat proses kenaikan pangkat pegawai dengan tampilan 

seperti di bawah

19.	 Menu TASPEN

a.	 Klik tombol [TASPEN] pada halaman utama lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah
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b.	 Jika data sudah diisikan dengan benar, lalu klik tombol [UPLOAD] 

dan akan muncul tampilan seperti ini

c.	 Jika data sudah diisikan dengan benar, lalu klik tombol [KIRIM], 

dan akan langsung masuk ke PT TASPEN untuk dilakukan 

proses lebih lanjut.

B.	 STRATEGI IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN KENDALA
Data kepegawaian yang akurat dan benar merupakan tujuan dalam 

proses layanan kepegawaian yang dilakukan secara efektif melalui Simpeg. 

Kendala yang dihadapi setiap instansi seringkali karena data yang dihasilkan 

belum akurat dan mekanisme pemuktahirannya tidak dilakukan secara efektif 

dan efisien, sehingga data pada Simpeg belum dapat digunakan sebagai 

bahan pengambilan keputusan manajemen ASN, yang tersebut disebabkan 

hal-hal sebagai berikut:

1.	 Proses yang dilakukan untuk memuktahirkan data dilakukan secara 

manual melalui entri ke aplikasi berdasarkan dari dokumen-dokumen 

kepegawaian oleh pengelola kepegawaian (Admin SIMPEG).

2.	 Ketidakdisiplinan Admin SIMPEG dalam memuktahirkan database 

SIMPEG setelah menerima dokumen-dokumen kepegawaian.

3.	 Ketidakdisiplinan pengelola kepegawaian untuk menyerahkan setiap 

dokumen-dokumen kepegawaian yang diterbitkan atau memuktahirkan 

data SIMPEG sesuai dengan isi dari dokumen kepegawaian yang 
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diterbitkan (karena masih adanya anggapan bahwa dengan telah 

diterbitkan dokumen kepegawaian maka selesai tugas pengelola 

kepegawaian tersebut, tanpa perlu memuktahirkan data dalam 

SIMPEG menginggat proses menerbitkan dokumen kepegawaian tidak 

memerlukan SIMPEG atau masih menunggu beban tugas penerbitan 

dokumen kepegawaian lainnya yang harus diselesaikan).

C.	 STRATEGI PRAKTIS DAN EFEKTIF UNTUK MENCAPAI KONSEP
Simpeg yang terintegrasi dengan seluruh layanan kepegawaian 

serta aplikasi dari kementerian/Lembaga lainnya seperti Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN yang berguna untuk Kenaikan 

Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis (KPO dan PPO) dan 

Application of Core Business (ACB) TASPEN untuk Pembayaran Tunjangan 

Hari Tua serta Pengajuan Pembayaran Pensiun secara Otomatis, terdapat 

kendala dalam pelaksanaannya. Namun masalah tersebut dapat di atasi 

dengan pendekatan strategi sebagai berikut:

1.	 Dengan telah dicanangkannya E-Goverment PASTI NYATA di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM, maka dikembangkan kembali Simpeg 

dengan membuat fitur-fitur seluruh layanan kepegawaian secara 

elektronik sehingga dengan bertahap meninggalkan proses manual.

2.	 Sebagai payung hukum layanan kepegawaian secara elektronik maka 

ditetapkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem 

Informasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 

yang isinya memuat antara lain:

a)	 Seluruh pengelola kepegawaian dalam melakukan layanan 

kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 

wajib memproses menggunakan SIMPEG Kementerian Hukum 

dan HAM sehingga tidak ada lagi dokumen kepegawaian yang 

dihasilkan dengan menggunakan aplikasi lain termasuk microsof 
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office, khusus untuk layanan kepegawaian yang diproses oleh 

instansi lain seperti SAPK dan aplikasi TASPEN maka proses 

penyampaian data dari SIMPEG dan pemutakhiran data ke 

dalam SIMPEG dilakukan melalui web service.

b)	 Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 

harus menggunakan layanan kepegawaian melalui SIMPEG 

seperti penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian 

kinerja harian, penilaian Prestasi Kerja Pegawai, pengajuan 

dan persetujuan izin, cuti, dinas luar, dan perhitungan tunjangan 

kinerja.

Dengan pendekatan strategi di atas, maka dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi, di antaranya:

a.	 Pemutakhiran data Simpeg dilakukan secara otomatis tidak 

lagi dilakukan secara manual oleh admin atau pengelola 

kepegawaian.

b.	 Data pegawai yang dihasilkan melalui layanan kepegawaian 

secara terintegrasi menjadi bahan layanan kepegawaian lainnya 

di dalam Simpeg sehingga data kepegawaian menjadi akurat 

dan dihimpun secara efektif serta efisien guna mendukung 

pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Hukum 

dan HAM.

Kenaikan pangkat, penghargaan, pembayaran TASPEN dapat 

dilakukan secara otomatis, serta kesalahan keputusan pengangkatan 

akibat masih dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin di 

promosi/program diklat/penghargaan/kenaikan pangkat tidak terjadi 

lagi karena proses PP 53 Tahun 2010 telah diterapkan pada Simpeg.
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BAB V
KEBERHASILAN ATAS KONSEPSI

A.	 KESUKSESAN YANG BISA DIBAGI
Simpeg merupakan suatu sistem informasi yang didesain khusus untuk 

manajemen kepegawaian sebagai Sistem Informasi terpadu, yang meliputi 

pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya 

manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, 

lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. 

Penerapkan Simpeg untuk membantu dalam proses pengelolaan dan 

pengolahan data secara lebih efektif dan efisien.

Adapun Simpeg di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 

diwujudkan dalam tiga aplikasi, di mana masing-masing aplikasi tersebut 

mempunyai fungsi masing-masing.

1.	 Aplikasi SIAP, digunakan oleh Admin Simpeg pada masing-masing 

satuan kerja untuk melakukan pengolahan dan pengelolaan data 

Pegawai pada unitnya, berupa data primer berupa identitas pribadi 

dan riwayat kepegawaian dari mulai pengangkatan dari CPNS hingga 

pensiun.

2.	 Aplikasi Dossier, digunakan oleh Admin pada masing-masing satuan 

kerja untuk melakukan pengelolaan data digital pegawai

3.	 Aplikasi Simpeg New (SImpeg Kumham), digunakan oleh Pegawai dan 

Admin serta pengelola kepegawaian untuk melakukan proses layanan 

dan administrasi kepegawaian.
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Dari analisa penerapan Simpeg Kumham dari tahun 2016 hingga saat 

ini, dapat dilihat sebagai berikut:

1.	 Komponen SDM

	 Komponen SDM ini terkait dengan ariabel ekspektasi kinerja 

(performance expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), 

minat menggunakan (behavioral intention/intention to use/behavior 

use) dan kepuasan pengguna (user satisfaction).

	 Berdasarkan hasil survey pada tahun 2019 dan 2020, seperti gambar 

berikut

	 dapat dilihat bahwa kepuasan pengguna melebihi dari rata-rata. 

Komponen ini bisa dikatakan sudah baik hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor diantaranya, pengguna sistem informasi merasa 

sistem bermanfaat dalam membantu pekerjaanya, membuat pekerjaan 

lebih cepat terselesaikan, mudah untuk digunakan dan mempunyai 

minat untuk menggunakan sistem informasi tersebut.
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2.	 Komponen teknologi

	 Komponen teknologi yang terdiri dari kualitas sistem (system quality), 

kualitas informasi (information quality) dan kualitas layanan (service 

quality) pada SImpeg Kumham telah dapat dikatakan baik.

	 Hal ini ditunjukkan bahwa faktor integrasi dengan instansi lain seperti 

BKN dan TASPEN telah dilakukan dalam rangka mendukung layanan 

kepegawaian. Fasilitas petunjuk penggunaan telah dapat diunduh pada 

menu produk kepegawaian. Namun pada kualitas informasi masih 

terdapat kekurangan diantara lain dari faktor keakuratan, keterkinian 

dan relevansi. Sedangkan pada komponen kualitas layanan terdapat 

kekurangan diantara lain kecepatan dalam memperbaiki masalah 

sistem, jaminan kualitas layanan dan respon terhadap pengguna 

sistem bila ada kendala.

3.	 Komponen organisasi

	 Komponen organisasi yang terdiri dari, struktur organisasi (structure), 

lingkungan organisasi (environment) dapat dikatakan sudah baik. 

Hal ini disebabkan karena dukungan dari Pimpinan dan dukungan 

pelaksana terhadap keberlangsunganya Simpeg tersebut.

4.	 Komponen manfaat

	 Manfaat yang diperoleh dari penggunaan Simpeg, menunjukkan 

bahwa pengguna merasakan manfaat dari Simpeg diantara lain efek 

pekerjaan, efisiensi dan efektivitas, menurunkan tingkat kelemahan 

manusia saat dilakukan manual, mengendalikan pengeluaran dan 

biaya karena dilakukan secara digital. Meskipun demikian Simpeg 

perlu ditingkatkan terutama dari segi kualitas sistem, kualitas informasi 

dan kualitas layanan, agar dapat dirasakan dampak yang signifikan 

terhadap penggunaan Simpeg.
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Berikut adalah keluaran konkret dalam keberhasilan setelah 

dibangunnya Simpeg Kumham dengan fitur baru yang terintegrasi:

1)	 Pegawai dapat melihat kehadiran dan atasan pegawai dapat 

melihat kehadiran pegawai melalui Simpeg.

2)	 Pegawai dan atasan pegawai dapat melakukan proses pengajuan 

permohonan/persetujuan permohonan izin, cuti, dinas luar pada 

Simpeg.

3)	 Atasan langsung pegawai dan pengelola disiplin dapat 

mengimplementasikan PP 53 Tahun 2010 melalui Simpeg.

4)	 Pengelola penghargaan dan kepangkatan dapat memproses 

kepangkatan dan penghargaan secara otomatis pada Simpeg.

5)	 Pengelola administrasi jabatan dapat melakukan pembahasan 

promosi, mutasi, pembuatan Surat Penyataan Pelantikan, Surat 

Pernyataan Melaksanakan Tugas, melihat kinerja kompetensi 

dan kualifikasi pada Simpeg.

6)	 Pegawai dapat melihat proses layanan kepegawaian melalui 

fitur Simpeg seperti proses kenaikan pangkat atau mutasi sudah 

sampai mana.

7)	 Pegawai dan pengelola seleksi dapat memproses seleksi pada 

Simpeg.

8)	 Pegawai dan pengelola kompetensi dapat melihat kompetensi 

dan memproses program pengembangan kompetensi melalui 

Simpeg.

9)	 Pegawai, atasan pegawai dan pengelola kinerja dapat menyusun 

SKP, memberikan penilaian maupun perilaku kinerja dalam 

Simpeg.
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10)	 Pengelola keuangan dapat melihat nominal pembayaran kinerja 

pada Simpeg.

11)	 Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan unit eselon I memiliki 

fitur penyebaran peta pegawai yang data kepegawaian/rekam 

jejak/kinerja/disiplin dapat disajikan secara cepat dan akurat 

melalui Simpeg.

12)	 Terealisasinya program Kenaikan Pangkat Reguler Otomatis dan 

Penetapan Pensiun Otomatis di lingkungan Kementerian Hukum 

dan HAM, hal ini merupakan keberhasilan bersama atas MoU 

Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Kepegawaian 

Negara dalam menuju E-Government. Berikut tabel kebutuhan 

field integrasi SIMPEG dengan SAPK BKN:

13)	 Terealisasinya program Klaim Pembayaran Tunjangan Hari Tua 

dan Pensiun secara online PERTAMA seluruh Kementerian/

Lembaga Pemerintah, hal ini merupakan keberhasilan bersama 

atas MoU Kementerian Hukum dan HAM dengan PT.TASPEN 

dalam menuju E-Government, sehingga pegawai tidak lagi perlu 

membawa berkas fisik dan datang langsung melakukan antrian ke 

PT.TASPEN, pegawai hanya perlu melakukan klaim pembayaran 

tunjangan hari tua dan pensiun melalui SIMPEG secara online, 
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apabila berkas telah lengkap dan proses klaim telah selesai 

maka uang akan otomatis masuk ke rekening bank sesuai 

dengan bank dan daerah yang telah dipilih oleh pegawai. Berikut 

flowchart proses pengajuan Klaim TASPEN dan tabel kebutuhan 

field integrasi SIMPEG dengan ACB TASPEN:

Flowchart Klaim TASPEN

Kebutuhan field Integrasi SIMPEG dengan ACB TASPEN
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	 Sehingga dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Simpeg telah berhasil dalam membantu pengelola 

kepegawaian, Pegawai dan organisasi dalam proses layanan 

dan administrasinya yang terlihat dari hasil survey kepuasan 

pengguna di atas.

B.	 TANTANGAN KONDISI YANG LEBIH BAIK
Dari keberhasilan penerapan Simpeg Kumham di atas, tentu masih 

terdapat capaian yang menjadi tujuan selanjutnya. Namun hal tersebut 

mengalami beberapa kendala, antara lain:

1.	 Masih terdapat pegawai yang belum terbiasa dalam mengoperasikan 

teknologi informasi.

2.	 Masih terdapat wilayah yang mengalami kesulitan dalam hal mengakses 

jaringan internet.

3.	 Masih terdapat kendala ketersediaan sarana komputer yang dimiliki 

Unit Pelaksana Teknis.

Oleh karena itu, berikut adalah solusi dalam mengatasi kendala-

kendala tersebut:

1.	 Dilaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simpeg 

Kumham di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Kumkum dan HAM, 

di mana perwakilan pegawai dan seluruh pengelola kepegawaian Unit 

Pelayanan Teknis (UPT) dikumpulkan di Kantor Wilayah, kemudian 

tim Biro Kepegawaian melakukan pendampingan uji coba aplikasi oleh 

user pengelola;

2.	 Khusus untuk lapas, rutan dan cabang rutan, bagi penjaga tahanan 

yang bertugas tidak ada keterkaitan dengan komputer setiap 

mengakhiri tugasnya, disiapkan beberapa komputer untuk dapat 

mengakses Simpeg guna merekam jurnal harian dan menggunakan 
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fitur lain guna mendapatkan informasi layanan kepegawaian, 

sekaligus telah dibangun aplikasi Simpeg Mobile yang dapat diakses 

menggunakan smartphone baik yang berbasis iOS maupun Android 

guna memudahkan pegawai dalam melakukan layanan kepegawaian.

3.	 Seluruh anggaran terkait dengan biaya penggunaan jaringan internet 

dibebankan kepada Sekretariat Jenderal.
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BAB VI
PENUTUP

A.	 KESIMPULAN
Simpeg Kumham pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi 

manajemen kepegawaian yang diperlukan oleh instansi pemerintahan untuk 

meningkatkan keterbukaan informasi, mempermudah pekerjaan ASN, dan 

digunakan sebagai analisis dan formulasi kebijakan serta implementasinya 

di bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan 

HAM melalui sistem komputerisasi database kepegawaian. Aplikasi Simpeg 

Kumham diselenggarakan sejak tahun 2011 yang pada tahun 205 telah 

dilakukan pengembangan aplikasi hingga sekarang.

Pada proses yang dilalui pada aplikasi Simpeg antara lain pengumpulan 

data, pengolahan data, peremajaan data dan keluaran (hasil). Proses 

tersebut dilalui agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif 

terkait dengan keberhasilan simpeg di di lingkungan Kemenetrian Hukum 

dan HAM.

Pengembangan Simpeg Kumham telah menunjukkan hasil yang 

signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepegawaian, dampak yang 

dirasakan pegawai dan pengelola kepegawaian sangat besar, diantaranya 

adalah sebagai berikut:

1.	 Dari Sisi Pimpinan

a.	 Mempermudah pengawasan dan pengendalian kinerja pegawai 

Para pimpinan mulai dari tingkat pejabat pengawas sampai 
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dengan pimpinan tinggi dapat melakukan monitoring kinerja para 

bawahannya dengan mudah cukup melalui fitur jurnal harian 

pada Simpeg.

b.	 Mempermudah pengambilan kebijakan

	 Dalam pengambilan kebijakan, pimpinan biasanya membutuhkan 

data-data kepegawaian yang akan dilakukan penilaian terhadap 

kinerjanya. Dengan Simpeg yang reintegrasi, pemutakhiran 

data dengan produk kepegawaiannya yang menjadikan Simpeg 

sebagai sebuah pusat data kepegawaian yang akurat dan 

akuntabel, maka pimpinan dapat dengan mudah mendapatkan 

data pegawai yang akurat melalui Simpeg. Sebagai contoh, pada 

saat akan dilakukan rapat penilaian kinerja untuk mutasi dan 

promosi, maka pimpinan dapat dengan mudah mengandalkan 

data pegawai pada Simpeg dalam pengambilan kebijakan.

2.	 Dari Sisi Pegawai

	 Pegawai dapat bekerja dengan nyaman dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat dikarenakan layanan terhadap dirinya terkait 

kepegawaian sudah dilakukan secara otomatis oleh Simpeg termasuk 

didalamnya pengembangan karir dan kompetensi (Pimpinan tinggi 

dapat melihat data kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan catatan disiplin 

setiap pegawai).

	 Peningkatan kedisiplinan dan kinerja bagi seluruh pegawai dikarenakan 

seluruh rekam disiplin dan kinerja serta pengembangan kompetensi 

telah terekam dan dapat disajikan dalam Simpeg.

B.	 SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, untuk meningkatkan kapasitas 

Simpeg Kumham dapat dilakukan melalui peningkatan hubungan antar 
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komponen yang penting dalam sistem informasi. Sehingga disarankan 

sebagai berikut:

1.	 Hubungan manusia dan organsiasi perlu ditingkatkan dengan cara 

membuat:

a)	 Surat keputusan (SK) Admin dan Pengelola Simpeg, di mana 

dengan surat ini akan mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat Admin dan Pengelola Simpeg dalam melaksanakan 

pekerjaan.

b)	 Merekrut SDM yang terampil di bidang teknologi informasi untuk 

membantu pengembangan Simpeg secara mandiri.

2.	 Hubungan manusia dan teknologi perlu ditingkatkan dengan cara:

a)	 Peningkatan kapasitas SDM TI yang menangani pengembangan 

SImpeg melalui pelatihan seputar penggunaan dan pemanfaatan 

sistem informasi agar mempunyai keterampilan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi

b)	 Pembuatan job description (deskripsi kerja) agar tergambar 

dengan jelas mengenai standar pendidikan, pengalaman serta 

keterampilan khusus yang diperlukan untuk suatu pekerjaan.

c)	 Perlu ditingkatkan kompensasi bagi pengguna melalui 

penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi kerjanya.

3.	 Hubungan organisasi dan teknologi perlu ditingkatkan keharmonisannya 

dengan cara membuat:

a)	 Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu pedoman 

tertulis yang memuat prosedur kerja rutin secara rinci, berurutan 

dan konsisten, agar seluruh pengguna dapat menjalankan tugas 

dan tanggung jawab dengan baik, efektif dan efesien sesuai 

dengan yang tercantum dalam deskripsi kerja.
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b)	 Perencanaan yang matang untuk penerapan dan pengembangan 

Simpeg Kumham kedepan dalam mendapatkan kualitas sistem 

yang baik, yang dituangkan dalam master Plan dan dimasukkan 

ke dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 

sehingga pelaksanaan sistem informasi dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan.
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